
158 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

A. Buku 

 
Aranoval, Ali, 2017, Strategi Penerapan Standar Pelayanan 

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. 

Arief, Barda Nawawi, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan 
Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang. 

 

Atmasasmita, Romli, 2005, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam 

Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung. 

 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, Evaluasi Sistem Pemayarakatan, 

Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta. 
 

Bakhri, Syaiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, 

Yogyakarta. 
 

C.I. Harsono Hs, 1995, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, 

Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009, Dokumen Cetak Biru 

Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2016, Standar Bimbingan Klien 

Dewasa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemeterian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2018, Rancangan Naskah Akademik 

Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Sistem 

Peradilan Pidana, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. 

Djisman, Samosir, 2012, Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan, 

Nuansa Aulia, Bandung. 

Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refka 

Aditama, Bandung. 

 

Gunakarya, A. Widiada, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, 

Armico, Bandung. 

 

Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan 

Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta. 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



159 
 

 

 

 

 

 

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesiadi Masa 

Lalu, Kini, dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Hiariej, Eddy O.S., 2016, Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya 

Atma Pustaka, Yogyakarta. 

 

Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami 

Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. 

 

Kelompok Kerja Convention Watch, 2004, Hak Asasi Perempuan : Instrumen 

Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Pusat Kajian 

Perempuandan Gender Universitas Indonesia, Jakarta. 

 
Kusnardi dan Bintan Saragih, 1978, Sususan Pembagian Kekuasaan Menurut 

Sistem UUD 1945, Gramedia, Jakarta. 

 

Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan, The 

Convention Watch UI, Jakarta. 

 

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta. 

 

Mashudi dan Padmono Wibowo, 2018, Manajemen Lembaga 

Pemasyarakatan, Nisata Mitra Sejati, Jakarta. 

Moeljatno, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, 
Jakarta. 

 

  , 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Bineka Cipta, Jakarta. 

 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Alumni, Bandung. 

 

Novian, Rully, 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: 

Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, Institute for Criminal 

Justice Reform (ICJR), Jakarta. 

 

Poernomo, Bambang, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem 

Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta. 

 

Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1983, Studi tentang Pendapat-Pendapat 

Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 

 

Priyatno, Dwija, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 

Refika Aditama, Bandung. 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



160 
 

 

 

 

 

 

 

Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan 
Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

Sisworo, Soedjono Dirjo, 1984, Sejarah dan Asas-Asas 

Penologi(Pemasyarakatan), Armico, Bandung. 

 

Soegondo, 2006, Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas 

Indonesia, Insania Cita Press, Yogyakarta. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 

Soemadirpraja, Achmad dan Romli, 1979, Sistem Pemasyarakatan di 

Indonesia, Pembinaan Cipta, Bandung. 
 

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1995, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

 
Sudarto, 1977, Kejahatan dan Problema Penegakan Hukum, Masalah- 

Masalah Hukum, Alumni, Bandung. 
 

  , 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 
 

   , 1990, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 

Sujatno, Adi, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun 

Manusia Mandiri), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta. 

Zaidan, Ali, 2016, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta. 
 

  , Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta. 

 
 

B. Jurnal 

Enggarsasi, 2013, Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan 

Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia, Pusat Kajian 

Hukum dan Pembangunan, Volume XVIII, Nomor 3. 

 

Equatora, Muhammad Ali, 2018, Efektivitas Pembinaan Kemandirian 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Volume 7 Nomor 1. 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



161 
 

 

 

 

 

 

Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo, 2015, Pola 

Pembinaan Narapidana Perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan 

Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial, Prosiding Riset, Volume 2, Nomor 

3. 

 

Sulhin, Iqrak, 2010, Filsafat Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Kriminologi 

Indonesia, Volume 7, Nomor 1. 

 
 

C. Penulisan Hukum 

Fernandez, Charmelita Juan, 2017, Program Pemasyarakatan Bagi 

Narapidana Perempuandi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 

Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Penulisan Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada. 

 

Siswanta, Slamet, 2007, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di 

Indonesia, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Tanjung, Eka Mayang, 2017, Urgensi dan Prospek Pengaturan Pelayanan dan 

Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Terpidana Mati Selama 

Menunggu Waktu Eksekusi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada. 

 

Wulansari, Fitri, 2015, Kajian Yuridis terhadap Tatanan Ideal Lembaga 

Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana, Tesis, Program Studi 

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 

 

D. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana (KUHP) 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, 

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 29 

 
Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



162 
 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3842. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3846. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 

01.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kegiatan Kerja 

Narapidana dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif. 

 
E. Internet 

Ady,  2016, “Temuan Hasil Eksaminasi Putusan Mary Jane”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fe3a586dd35/simak-7- 

temuan-hasil-eksaminasi-putusan-mary-jane, diakses pada 2 Januari 

2019 

 

Ant, 2017, “Uraian Dakwaan Ratu Atut di Kasus Korupsi Alkes”, 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bfcd527d61c/begini- 

uraian-dakwaan-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes, diakses pada 2 

Januari 2019 

 

Faizal, 2018, “Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya diduga Berasal dari Satu 

Keluarga”,https://regional.kompas.com/read/2018/05/13/17403531/pe 

laku-bom-bunuh-diri-di-surabaya-diduga-berasal-dari-satu-keluarga, 

diakses pada 2 Januari 2019 
 

___  , http://lapaswirogunan.com/, diakses pada 25 Januari 2019 

  

Huda, M. Nur, 2018, “Jumlah Napi Perempuan Indonesia Melonjak Tajam 

Sejak 2014”, http://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/jumlah-napi- 

perempuan-di-indonesia-melonjak-tajamsejak-2014. Diakses pada 2 

Januari 2019 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fe3a586dd35/simak-7-temuan-hasil-eksaminasi-putusan-mary-jane
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57fe3a586dd35/simak-7-temuan-hasil-eksaminasi-putusan-mary-jane
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bfcd527d61c/begini-uraian-dakwaan-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bfcd527d61c/begini-uraian-dakwaan-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes
https://regional.kompas.com/read/2018/05/13/17403531/pelaku-bom-bunuh-diri-di-surabaya-diduga-berasal-dari-satu-keluarga
https://regional.kompas.com/read/2018/05/13/17403531/pelaku-bom-bunuh-diri-di-surabaya-diduga-berasal-dari-satu-keluarga
http://lapaswirogunan.com/
http://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/jumlah-napi-perempuan-di-indonesia-melonjak-tajamsejak-2014
http://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/jumlah-napi-perempuan-di-indonesia-melonjak-tajamsejak-2014


163 
 

 

 

 

 

 

ICJR, 2017, “Kasus Rutan Sialang Bungkuk Krisi Kepadatan, Overcrowding 

Mengancam Rutan dan Lapas Indonesia,” http://icjr.or.id/kasus-rutan- 

sialang-bungkuk-krisis-kepadatan-overcrowding-mengancam-rutan- 

dan-lapas-indonesia/, diakses pada 6 April 2019 

ICJR, 2018, “Kerusuhan Lapas Klas II A Banda Aceh ICJR Menyatakan 

Pemerintah harus bentuk tim Investigasi dan dorong alternatif 

pemenjaraan, ” http://icjr.or.id/kerusuhan-lapas-klas-iia-banda-aceh- 

icjr-pemerintah-harus-bentuk-tim-investigasi-dan-dorong-alternative- 

non-pemenjaraan/, diakses pada 5 April 2019 

ICJR, 2018, “ICJR Ingatkan Pemerintah untuk Serius dan Berkomitmen 

dalam Tangani Masalah Pemasyarakatan Indonesia,” 

http://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan- 

berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/, 

diakses pada 11 April 2019 

ICJR, 2018, “Catatan ICJR dan Rekomendasi ICJR atas 9 RUU terkait 

Kebijakan Pidana dalam Prolegnas,”http://icjr.or.id/catatan-dan- 

rekomendasi-icjr-atas-9-ruu-terkait-kebijakan-pidana-dalam- 

program-legislasi-nasional-2019/, diakses pada 9 April 2019 

Pratiwi, Priska Sari, 2017, “Korupsi Alat Kesehatan Ratu Atut divonis 5,5 

Tahun,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720144757- 

12-229185/korupsi-alat-kesehatan-ratu-atut-divonis-55-tahun- 

penjara, diakses pada 2 Januari 2019 
 

Sasongko, Joko Panji, 2016, “Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan 

Jessica,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309- 

12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica,diakses 

pada 2 Januari 2019 

 

Yozami, “Pemerintah Diminta Tegas Soal Mary Jane” 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e768690ddcf/pemerint 

ah-diminta-tegas-soal-mary-jane, diakses pada 2 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan Kemandirian Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan
Perempuan Kelas II B Yogyakarta
I Kadek Sudiarsana, Niken Subekti Budi Utami S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://icjr.or.id/kasus-rutan-sialang-bungkuk-krisis-kepadatan-overcrowding-mengancam-rutan-dan-lapas-indonesia/
http://icjr.or.id/kasus-rutan-sialang-bungkuk-krisis-kepadatan-overcrowding-mengancam-rutan-dan-lapas-indonesia/
http://icjr.or.id/kasus-rutan-sialang-bungkuk-krisis-kepadatan-overcrowding-mengancam-rutan-dan-lapas-indonesia/
http://icjr.or.id/kerusuhan-lapas-klas-iia-banda-aceh-icjr-pemerintah-harus-bentuk-tim-investigasi-dan-dorong-alternative-non-pemenjaraan/
http://icjr.or.id/kerusuhan-lapas-klas-iia-banda-aceh-icjr-pemerintah-harus-bentuk-tim-investigasi-dan-dorong-alternative-non-pemenjaraan/
http://icjr.or.id/kerusuhan-lapas-klas-iia-banda-aceh-icjr-pemerintah-harus-bentuk-tim-investigasi-dan-dorong-alternative-non-pemenjaraan/
http://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/
http://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/
http://icjr.or.id/catatan-dan-rekomendasi-icjr-atas-9-ruu-terkait-kebijakan-pidana-dalam-program-legislasi-nasional-2019/
http://icjr.or.id/catatan-dan-rekomendasi-icjr-atas-9-ruu-terkait-kebijakan-pidana-dalam-program-legislasi-nasional-2019/
http://icjr.or.id/catatan-dan-rekomendasi-icjr-atas-9-ruu-terkait-kebijakan-pidana-dalam-program-legislasi-nasional-2019/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720144757-12-229185/korupsi-alat-kesehatan-ratu-atut-divonis-55-tahun-penjara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720144757-12-229185/korupsi-alat-kesehatan-ratu-atut-divonis-55-tahun-penjara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170720144757-12-229185/korupsi-alat-kesehatan-ratu-atut-divonis-55-tahun-penjara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e768690ddcf/pemerintah-diminta-tegas-soal-mary-jane
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e768690ddcf/pemerintah-diminta-tegas-soal-mary-jane

